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ABSTRAKSI 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan proses 
pembinaan bagi Narapidana yang nantinya narapidana tersebut siap untuk kembali 
ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam 
menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang no.12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana salah satunya lewat 
pasal 14 huruf f menegnai hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas termuat dalam 
Peraturan Perundang-undangan telah sesuai pelaksanaanya, dan mencari sebab 
mengapa jumlah narapidana yang mengajukan Cuti Menjelang Bebas jumlah 
cenderung sedikit dari hak-hak lain. 
Kata Kunci : Pelaksanaan, Cuti Menjelang Bebas, Lemabga Pemasyarakatan, 
Narapidana 
ABSTRACT 
Prison is a place to carry out the construction process for the inmates Inmates who 
will be ready to return to society and not to repeat the crime again. In undergoing 
criminal past in Penitentiary, Law no.12 of 1995 on Correctional guarantee the 
rights of prisoners one of them through article 14 letter f menegnai right to “Cuti 
Menjelang Bebas”. This study aimed to see if the implementation of “Cuti 
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Menjelang Bebas “contained in legislation are compliant implementation, and look 
for reasons why the number of inmates who “Cuti Menjelang Bebas” Non amount 
tends to be slightly out of other rights. 


















A. Pendahuluan  
Setiap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, 
maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi si pelaku yaitu 
pemidanaan. Masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang 
mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang 
menyatakan sebagai anak tiri (maurach). Padahal syarat-syarat yang harus 
dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah 
pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh 
dilupakan
1
. Pemidanaan disini merupakan Ultimum Remidium yang 
merupakan jalan/obat terakhir.  
Apabila kita berpedoman pada hak asasi manusia, yang merupakan 
seperangkat hak yang  telah ada dan melekat pada diri manusia sejak 
mereka lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib 
kitahormati, dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan 
Pemerintah, dan setiap orang
2
. Maka pemidanaan disini justru malanggar 
atau membatasi hak-hak yang harusnya diperoleh sebagaimana manusia 
lainnya. Maka dari itu negara menjamin hak-hak  narapidana melalui 
Undang-undang No.12  tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut 
sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14 ayat (1). 
Salah satu pemenuhan hak-hak narapidana selain mendapatkan 
remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat mereka juga berhak 
                                                             
1 Dwija Priyanto, System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 
Bandung,2006, hlmn 9 
2
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886  
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mendapatkan cuti menjelang bebas. Berdasarkan penjelasan pasal 14 
Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  
“cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan 
setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari 
masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan 
jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan 
paling lama 6 (enam) bulan.” 3 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan, terdapat berberapa narapida 
yang telah mengajukan dan disetujui untuk mendapatkan hak-haknya 
meliputi pemberian pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun, cuti 
menjelang bebas. Namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh 
peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan, terdapat 
berberapa narapida yang telah mengajukan dan disetujui untuk 
mendapatkan hak-haknya meliputi pemberian pembebasan bersyarat, cuti 
bersyarat maupun, cuti menjelang bebas. 
Maka dari itu dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
narapidana, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah ketentuan 
hak-hak narapidana yang dijamin yang disebutkan dalam Undang-undang 
telah sesuai dengan pelaksanaannya dan juga  mengapa hak cuti menjelang 
bebas ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hak-hak lain seperti 
cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, dengan melakukan penelitian 
mengangkat judul mengenai “Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan 
Hak-hak bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B 
Kota Pasuruan)”. 
                                                             
3 Penjelasan pasal 14 ayat (1), Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas sebagai pemenuhan 
hak-hak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota 
Pasuruan?  
2. Mengapa jumlah narapidana yang medapatkan cuti menjelang bebas 
jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Pembebasan Bersyarat? 
3. Hambatan-hambatan dan upaya apa sajakah yang dialamai oleh 
Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Pasuruan dalam 
pelaksanaan Cuti Menjelang bebas ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Cuti 
Menjelang Bebas sebagai pemenuhan hak-hak bagi di Narapidana 
Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Pasuruan. 
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengapa jumlah narapidana 
yang medapatkan cuti menjelang bebas jumlahnya lebih sedikit 
dibandingkan dengan Pembebasan Bersyarat 
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dan 
upaya apa sajakah yang dialamai oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 
II B Kota Pasuruan dalam pelaksanaan Cuti Menjelang bebas. 
D. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis 
Empiris Adapun metode pendekatan penelitian ini ialah yuridis sosiologis. 
Dimana peneliti dalam melakukan penelitian lapang tetap berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan 
tema penelitian tersebut. Sehingga peraturan perundang-undangan 
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(hukum) berposisi sebagai premis normative, yang digunakan sebagai 
dasar untuk mengkaji permasalahan di lapangan.
4
 
Jenis data sumber data terbagi menjadi data primer dan data 
sekunder, dimana data primer  yaitu data yang diperoleh dari berbagai 
sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang 
di dengar dan disaksikan sendiri oleh peneliti dengan melakukan observasi 
dan wawancara secara langsung dengan pihak – pihak yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
sumber lain yaitu mengenai studi kepustakaan, hasil kajian buku-buku 
karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya 
dengan penelitian maupun data tambahan yang diperoleh peneliti selama 
melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota 
Pasuruan. 
E. Hasil dan Pembahasan 
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota 
Pasuruan 
 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan pada dasarnya 
merupakan penjara yang telah lama ada sebelum Negara Indonesia ini 
merdeka. Lembaga Pemasyarakatan ini didirikan  pada masa Penjajahan 
Belanda, tepatnya pada tahun 1873. Bangunan ini di gunakan untuk penjara 
bagi setiap orang atau warga yang melawan serta memberontak 
pemerintahan Belanda untuk menduduki wilayah jajahannya. Bangunan 
                                                             
4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlmn. 113 
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dibangun diatas tanah seluas 14.530 m
2
, dengan luas bangunan untuk 
perkantoran dan bangunan Blok seluas  3.060 m
2
. Dari Jumlah luas 
Bangunan tersebut, dibagi menjadi beberapa bagian seperti Blok, Kamar, 
dan sel. Kapasitas LAPAS Pasuruan adalah 250 orang, dari jumlah tersebut 
dittempatkan dalam blok-blok.  
a. Ada 6 Blok yakni : 
1. Blok A (Anggrek) terdiri dari 8 kamar untuk WBP Laki-laki 
2. Blok B (Bugenvil) terdiri dari 9 kamar untuk WBP Laki-laki 
3. Blok C ( Cemara) terdiri dari 9 kamar untuk WBP Laki-laki 
4. Blok D (Dahlia) terdiri dari 6 kamar untuk WBP Laki-laki 
5. Block E (Edelweis) terdiri dari 2 kamar khusus untuk WBP 
Perempuan 
6. Blok  F (Flamboyan) terdiri dari 1 kamar untuk WBP yang 
sakit. 
Klasifikasi pemindahan narapidana berdasarkan Unit Pelaksana 
Teknis ditentukan sebagai berikut
5
 : 
a) Kelas I diperuntukkan bagi narapidana yang dipidana diatas 5 
tahun.  Sebaliknya lapas kelas I dapat memindahkan narapidana 
yang sisa pidananya diatas 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun ke 
                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Bpk. Marwan Ketua Kasubsi Registrasi dan Bimkemas 
berdasarkan Surat Edaran Kanwil No. W15.PK.01.02-1455 
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Lapas Kelas II A dan narapidana yang sisa pidananya antara 1 
(satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun ke Lapas klas II B 
b) Narapidana yang dipidana diatas 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) 
tahun di tempatkan di Lapas kelas II A dan sebaliknya lapas 
Kelas II A dapat memindahkan narapidana yang sisa pidananya 
1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun ke Lapas kelas II B 
c) Narapidana yang dipidana 3 (tiga) tahun ke Lapas Klas II B 
Jumlah  Petugas dalam Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II B 
Pasuruan berjumlah 43 orang, terdiri dari 38 orang pria dan 5 orang 
wanita,. Dengan uraian sebagai berikut : 
              1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  : 1 Pejabat 
  2 Tata Usaha     : 5 petugas dan 1 Pejabat 
              3 Binadik dan Giatja    : 6 petugas dan 4 Pejabat 
  4. Administrasi dan Kantib   : 3 petugas dan 3 Pejabat 
   5. Kesatuan Pengamanan Lapas  : 17 petugas dan 1 pejabat. 
Dari uraian diatas, maka akan dijabarkan berdasarkan jabatan yang 
dibuat dalam struktur organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota 
Pasuruan. 
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan : Winarsangka, Bc.IP, SH, 
 MHum. 
2. Kasubbag Tata Usaha  : Drs. Djoko Waluyo, S.Psi 
3. Kaur Kepegawaian dan Keuangan:  Eni Yuliani P, SH. M.Hum 
4. Kaur Umum   : Audrya Wuryantiwi 
5. Ka KPLP    : Mali Jumali Bc.IP. SH 
6. Kasi Admin & Kabtib  : M. Sidiq Romadhon, SH 
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7. Kasubsi Keamanan   : Yosef Margono   
8. Kasubsi Pelapor dan Tatib : Drs. Isnanto 
9. Kasi Binadik dan Giatja  : Julia’o Da Costa A.md. IP,  
SH 
10. Kasubsi registrasi   : Marwan Andrianto, SH 
11. Kasubsi Perawatan Napi/ Andik : Suwondo, SH 
12. Kasubsi Kegiatan Kerja  : Ari Djoko Irianto A.Md.IP 
 
          2. Pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas 
 
 Pada dasarnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan mengalami banyak 
pergeseran dari yang dulunya disebut penjara dan merupakan tempat pembalasan 
dendam/pemberian nestapa, hingga menjadi tempat atau wadah pembinaan bagi 
narapidana. Hal inilah yang mendorong adanya bahwa sebenarnya narapidana 
bukan hanya untuk pemabalasan atas perbutan melawan hukumnya saja dengan 
dipidana, namun ia juga harus dibimbing dan didik agar suatu saat ketika 
narapidana ini telah selesai menjalani masa pidana, mereka telah siap untuk 
kembali bersosialisai dengan masyarakat. Dalam konsideran dari Undang-undang 
No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa perlakuan 
terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang didasarkan pada sistem 
kepenjaraan tidaklah sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari 
sistem pemidanaan sehingga hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan harus 
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Tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 terdiri 
dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap ahir. Dalam proses pemasyarakatan 
sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara oleh Bpk. Julia’o Da costan tahap 
pembinaan itu terdiri dari 4 bagian yaitu tahap awal (admisi Orientasi), tahap 
pembinaan, tahap asimilasi dan tahap akhir(integrasi). Berikut penjabarannya :
7
 
a. Tahap Awal / Admisi Orientasi 
Tahap ini dimulai ketika narapidana baru memasuki lembaga 
pemasyarakatan dan jangka waktunya antara 0 sampai dengan 1/3 masa 
pidana disebut sebagai tahap admisi orientasi. Admisi orientasi ini 
meliputi  masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan 
paling lama 1 (satu) bulan. Adapun kegiatan-kegiatan dari tahap ini 
adalah memberikan maximum security (pengawasan ketat) pengawasan 
ketat ini diberikan karena warga binaan Lembaga Pemasyarakatan baru 
menjalani masa pidananya sehingga di khawatirkan untuk tidak bisa 
beradaptasi. 
b. Tahap kedua / tahap Pembinaan 
Dimulai 1/3 sampai 1/2 masa pidana. Program Pembinaan ini merupakan 
sebuah program lanjutan dari pembinaan kepribadian pada tahap awal. 
Ada berbagai macam kegiatan yang dilakuan disini yang termasuk dalam 
kategori pembinaan kemandirian.  Program kegiatan kemandirian 
merupakan sebuah program yang memposisikan sesuai dengan bakat dan 
                                                             
6 Konsideran Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
7 Hasil Wawancara Bpk.Julia Dacosta Kepala Kasi Binadik dan Giatja Lapas Klas II B Pasuruan 
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keterampilan yang mereka miliki. Petugas pemasyarakatan juga 
mengetahui latar belakang pekerjaan dari warga binaan yang termuat di 
data warga binaan. Namun apabila warga binaan tidak mempunyai 
pekerjaan, maka petugas pemasyarakatan akan menawari pekerjaan yang 
di programkan, namun program kemandirian yang dimiliki pun juga 
terbatas mengingat lahan yang terbatas dan fasilitas yang kurang 
mendukung. 
c. Tahap ketiga / Asimilasi 
Pada tahap ini mulai dari ½ sampai 2/3 masa pidana yang yang telah 
dijalani oleh warga binaan. Dalam tahap ini juga ada yang namanya 
asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan bagi warga binaan 
diluar lembaga pemasyaraktan untuk bekerja pada pihak ke tiga. Namun, 
pada dasarnya pengusulan asimilasi ini sangatlah sulit untuk disetujui, 
menigngat apabila warga binaan belum siap untuk bersosialisasi dengan 
masyarakat sehingga ditakutkan untuk mengulang tindak pidana lagi. 
d. Tahap keempat / tahap Integrasi 
Tahap keempat ini akan mulai dijalankan stelah proses pembinaan yang 
dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sudah berjalan 2/3 dari masa 
pidana. Tahap ini juga disebut sebagai tahap intregasi yang dimulai sejak 
berakhirnya tahap lanjutan. Pada tahap ini, warga binaan pemasyarakatan 
diberikan cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan 
bersyarat. Dan harus menjalani sisa masa pidananya di Balai 
Pemasyarakatan. 
Untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, warga binaan pemasyaraktan 
haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan 
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Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Syarat 
tersebut dibagi menjadi dua yaitu syarat yaituSyarat subtantif merupakan dan 
syarat administratif. 
Pertama-tama syarat subtantifnya Warga Binaan Pemasyarakatan harus sudah 
memenuhi syarat antara lain : 
a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3 (dua per tiga), dengan 
ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masaapidananya tersebut tidaklah 
kurang dari 9 (sembilan) bulan narapidana dan harus telah menjalani 
masa pidana lebih dari 9 bulan dari masa pidana.
8
 
b. Narapidana ketika menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan haruslah 
berkelakuan baik dalam masa pidana dan harus paling sedikit 9 
(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum jatuh tanggal 2/3 (dua per 
tiga) masa pidana. 
9
 
c. Telah Mendapat Remisi dan lamanya jangka waktu Cuti Menjelang 
Bebas(CMB) sebesar Remisi terakhir, yaitu paling lama adalah 6 (enam) 
bulan.
10
   
Setelah syarat Subtantif terpenuhi, barulah Cuti Menjelang Bebas ini dapat 
diajukan dengan syaat administratif. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 
yang mengajukan cuti menjelang bebas wajib membawa penjamin. Fungsi 
penjaminn disini adalah untuk menjadi jaminan dan bersedia bertanggung jawab 
apabila warga binaan yang nantinya akan diberikan cuti menjelang bebas 
                                                             
8 Pasal 60 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia No.21 Tahun 20013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti 
mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat 
9 Ibid, pasal 60 ayat 1 huruf b  
10
 Ibid, pasal 60 ayat 1 huruf c 
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berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Penjamin bersama Warga 
Binaan datang ke ruang registrasi tersebut dengan membawa : 
a. Fotocopy Kartu Keluarga WBP  
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin 
c. Materai Rp.3000,- dan Materai Rp.6000,- 
Warga Binaan Pemasyarakatan juga harus ke Ruang Registrasi untuk 
melengkapi syarat-syarat administratif lainnya berdasarkan Peraturan menteri 
hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013. Warga 
binaan pemasyarakatan wajib melampirkan kelengkapa dokumen meliputi : 
11
 
1. Fotokopi kutipan putusan hakim yang memuat mengenai pidana 
yang dijatuhkan kepada  narapidana dan berita acara pelaksanaan 
putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh kejaksaan (BA.8) ;  
2. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana 
pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak 
Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, surat pemberitahuan 
ini berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa narapidana 
yang bersangkutan tidak sedang menjalani perkara atau tidak 
sedang tersangkut dengan kasus tindak pidana lain yang nantinya 
akan berakibat batalnya pengusulan cuti menjelang bebas. 
Namun, apabila surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan 
dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan 
dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan oleh lembaga 
pemasyarakatan. 
                                                             
11 Ibid, Pasal 62 
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3. Salinan register F dari Kepala Lapas. Register F merupakan buku 
register yang berisi suatu catatan dimana narapidana yang 
bersangkutan apakah pernah melakukan pelanggaran atau tidak. 
4. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, daftar perubahan 
memuat mengenai besarnya jumlah masa pidana yang telah 
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).  
5. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana atas kesadaran 
sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun : 
a. selama proses pengusulan Cuti Menjelang Bebas (CMB) 
narapidana yang bersangkutan tetap akan mengikuti 
pembinaan dn tetap bekerja sebagaimana mestinya; 
b. Menyadari dan menyesali sepenunhnya perbuatan yang 
pernah narapidana yang bersangkutan lakukan dan 
berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar 
hukum 
6. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui 
oleh lurah atau kepala desa atau nama lain  
7. Form Pekerja. Form ini berisi mengenai pekerjaan apa yang telah 
dilakukan oleh warga binaan. Setiap warga binaan harus dan 
wajib mengikuti kegiatan kerja yang diadakan oleh Kasubsi 
Giatja. 
Apabila syarat tersebut telah lengkap, maka warga binaan pemasyarakatan 
menghadap ke Kasi Binadik untuk melihat buku perwalian. Pihak Registrasi dan 
Bimkemas selanjutnya akan mengrimkan usulan Penelitian Kemasyarakatan 
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kepada Balai Pemasyarakatan untuk membuat Laporan Penelitian 
Kemasyarakatan. Setelah laporan penelitian kemasyarakatan telah di terima oleh 
Lembaga Pemasyarakatan, barulah diadakan sidang Tim Pengamat 
Pemasyarakatan (TPP) yang dipimpin oleh 9 pejabat struktural pemasyarakatan 
yang terdiri dari ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu kasi Binadik, 
sekertatis dari bagian Kasub Registrasi, dan 7 anggota Kasubsi dan Kasi yang lain. 
Sidang TPP ini akan membahas mengenai apakah calon penerima Cuti Menjelang 
Bebas/Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat telah memenuhi syarat-syarat 
administratif , syarat administaratif, dan melihat perkembangan tahap pembinaan 
yang telah warga binaan ikuti selama masih dalam proses pemasyarakatan yang 
akan menjadi dasar bagi pengajuan Cuti Menjelang Bebas. 
Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui untuk mendapatkan cuti 
menjelang bebas harus mengetahui Kepala Lembaga Pemsyarakatan terlebih 
dahulu. Nantinya Kepala Lembaga Pemasyarakatn ini akan menyampaikan usulan 
beserta berkas-berkas warga binaan ke Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Jawa 
Timur yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan rekomendasi TPP. Setelah 
diterima dan diproses oleh Kanwil dan disetujui, maka berkas persetujuan tersebut 
akan dikirim kembali kepada Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sesuai 
dengan perhitungan tanggal Cuti Menjelang Bebas. Setelah itu berkas dan warga 
Binaan dilimpahkan ke Bapas untuk menjalani Cuti Menjelang Bebas. 
3. Situasi Pemberian Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat 
Dalam beberapa tahap yang telah dijelaskan diatas sudah terlihat bahwa 
pemberian hak narapidana melalui cuti menjelang bebas di ajukan pada tahap 
akhir. . Pengajuan cuti menjelang bebas, biasanya disebabkan rata-rata kebanyakan 
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warga binaan pada waktu mengajukan pembebasan bersyarat tidak memeliki 
penjamin. Penjamin merupakan syarat dari pemberian pembebasan bersyarat, 
sehingga tidak dapat diajuakan. Namuan ketika warga binaan telah memiliki 
penjamin dan ternyata waktu mengajukan telah melewati 2/3 lebih masa pidana, 
maka akan disarankan cuti menjelang bebas.
12
 
4. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas 
Tidak banyak dari warga binaan yang telah keluar setelah menjalani masa 
pidana mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya (residivis) atau tindak 
pidana lain sehingga mantan narapidana tersebut menjalani masa pidanannya lagi 
di Lembaga Pemasyarakatan. 
Dari segi internal pengajuan Cuti Menjelang Bebas, seringkali proses 
pengajuan meliputi syarat administratif terkendala khususnya dalam hal 
penjaminan. Penjaminan ini penting mengingat sebagai salah satu syarat 
pengajuan Cuti Menjelang Bebas. Banyak warga binaan yang telah 
direkomendasikan untuk pengajuan Cuti Menjelang Bebas tidak memenuhi syarat 
penjaminan sehingga pengajuannya tidak bisa dilakukan.
13
 
Lamanya jangka waktu penurunan SK pemberian cuti menjelang bebas 
hingga berbulan-bulan yang telah diajukan kepada Kantor Wilayah 
KEMENKUMHAM sehingga pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas sering kali tidak 
dijalankan tepat pada tanggal mulai Cuti Menjelang Bebasnya. 
5. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas 
                                                             
12 Hasil wawancara Bpk.Rusdi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan 
13 Hasil wawancara Bpk.Rusdi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan 
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Tidak semua narapidana yang telah bebas mendapatkan perlakuan buruk 
dari masyarakat dan sulit mendapatkan pekerjaan mengingat statusnya adalah 
mantan narapidana. Memang tidak dapat dipungkiri bahawa mindset masyarakat 
bahwa mereka adalah mantan warga binaan yang baru keluar dari Lembaga 
Pemasyarakatan, namun suatu saat perlahan-lahan seiring berjalannya waktu label 
yang berikan masyarakat tersebut akan hilang dengan sendirinya. Tetapi, hal ini 
tergantung dari narapidana itu sendiri, apabila tidak berhati hati dalam bekerja dan 
bergaul, kemungkinan permasalahan yang sama akan terulang.  Dan apabila ia 




 Dalam hal Penjaminan, Pihak Petugas Pemasyarakatan juga memberikan 
penjelasan mengenai pentingnya penjaminan dalam pengajuan hak-hak narapidana 
ini mengingat banyak dari keluarga Warga Binaan tersebut yang menolak untuk 
dijadikan penjamin bagi warga binaan tersebut. Pihak Petugas Pemasyarakatan 
berupaya untuk sesegera mungkin memproses Pengajuan Cuti Menjelang Bebas 
sebelum jatuh tanggal perhitungan cuti menjelang bebas. Sehingga nantinya 3 
bulan sebelum tanggal cuti menjelang bebas petugas Lembaga Pemasyarakatan 
bisa langsung dapat mengirim berkas tersebut kepada Kantor Wilayah 
KEMENKUMHAM untuk memperoleh persetujuan sehingga dapat cuti menjelang 






                                                             
14 Hasil Wawancara dari Dicky Wijaya Mantan Narapidana Lapas Klas II B Pasuruan 
15 Hasil wawancara Bpk.Rusdi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pasuruan 
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F. Penutup  
 
1. Kesimpulan  
1. Pemberian Cuti Menjelang Bebas harus sesuai dengan syarat 
subtantif dan syarat administratif dan selanjutnya diproses oleh 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan diajukan ke Kantor Wilayah 
KEMENKUMHAM dan diproses setelah melebihi 2/3 dari masa 
pidananya. 
2. Pada dasarnya pemeberian Pembebasan bersyarat sangat jauh lebih 
menguntungkan dari pada Cuti Menjelang Bebas dari segi jangka 
waktu pemenuhan haknya, namun apabila telah memenuhi dan 
ketika pengajuannya lebih dari 2/3 masa pidananya, lebih 
disarankan yang paling menguntungkan warga binaan yaitu cuti 
menjelang bebas. 
3. Ada berbagai hambatan baik dari segi internal dan eksternal dalam 
pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yaitu : 
a. Lamanya jangka waktu persutujuan dan penuruna SK dari 
Kantor Wilayah sehingga menghambat pelaksanaan Cuti 
Menjelang Bebas. 
b. Seringkali pengajuan cuti menjelang bebas terkendala 
penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia 
dijadikan penjamin. 
4. Adapun Upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan 
dalam hambatan pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yaitu : 
a. Memproses Cuti Menjelang Bebas setidaknya 3 bulan 
sebelum tanggal CMB. 
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b. Memberikan penjelasan kepada keluarga penjamin 
mengingat pentingnya penjaminan bagi pengajuan hak-hak 
warga binaan. 
2. Saran 
1. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertugas untuk 
membina warga binaan, mungkin pihak lembaga pemasyarakatan 
khusunya klas II B Pasuruan lebih meningkatkan program 
ketrampilan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan 
narapidana yang nantinya akan menjadi bekal pada saat selesai 
menjalani masa pidana. 
2. Pihak Registrasi dan Bimkemas mungkin harus lebih aktif dalam 
hal sosialisasi terkait penerimaan hak-hak narapidana seperti cuti 
menjelang bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun 
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